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Dorongan Setengah Hati dari Lapangan Banteng?
(Minggu, 30 Juni 2019)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belum lama, pemerintah Indonesia via Kementerian Keuangan RI, kembali mengeluarkan aturan insentif pajak untuk sektor properti. Sudah tentu, bertujuan mendorong pergerakan pasar properti hunian nasional.

Di aturan baru itu, yang dilonggarkan adalah PPNBM untuk hunian primer mewah. Persisnya, hunian primer seharga maksimal Rp 30 miliar, bebas dari PPNBM.

Pun, huniannya tersebut menggaet pengurangannya PPH-nya dari semula 5 persen menjadi 1 persen.

Sedikit-banyak, dorongan anyarnya dari Lapangan Banteng (lokasi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta) tentu berpengaruh menaikkan pasarnya properti. Akan tetapi, beberapa hal pun perlu dicermatinya lebih lanjut.

Pertamanya, segmen ekonominya yang terkena stimulus tersebut, apakah luas? Jawabnya berikut: terbilang terbatas.

Sebab, pengubahan batasan pengubahan bebas PPNBM dari harga maksimal Rp 10 miliar (berdasar PMK 253/2008) ke Rp 30 miliar (berdasar PMK 92/2019), lebih menyentuh ke kalangan sangat mampu yang membutuhkan hunian. 

Di sini, dapat dikatakan bahwa yang terjadi adalah semacam sekadar 'penyesuaian' batasan harga bebas PPNBM.

Rincinya, kalau semula yang  dikenai PPNBM adalah hunian primer seharga mulai kisaran Rp 10,5 miliar dan seterusnya, kini yang dikenai pajak itu adalah yang seharga kisaran Rp 30,5 miliar dan seterusnya. Jadi yang diuntungkan dari stimulus baru itu adalah masyarakat peminat hunian di kisaran harga Rp 10,5  miliar sampai Rp 30 miliar, dan jumlah mereka sangat terbatas.

Jadi, penulis analisis ini memerkirakan  bahwa efek pelonggaran PPNBM ini sangat terbatas ke pasar properti ataupun masyarakat.

Kedua, sehubungan hal di atas, dorongan apa yang sejatinya perlu dilahirkan dari Lapangan Banteng? Bisa ada beberapa.

Antara lain adanya stimulus pajak yang menyentuh masyarakat yang membutuhkan hunian kelas menengah. 

Seperti kita ketahui bersama, dalam hal stimulus pajak, hunian kelas menengah belum banyak disentuh stimulus tersebut. Hal ini berlainan dengan hunian subsidi. 

Dalam hal ini, hunian menengah (bisa kita artikan sebagai hunian seharga maksimal empat kali lipat harga hunian subsidi, seperti pernah dijabarkan dalam satu regulasi tentang hunian berimbang) masih ditimpai beberapa pajak.

Antara lain: PPH (2,5 persen dari harga jual), dan PPN (10 persen dari harga jual).

Itu berlainan dengan hunian subsidi. Yang bebas dari PPH dan PPN.

Yang menarik. Berdasarkan informasi dari kalangan industri properti dan yang terkait. Peminat hunian menengah ini berjumlah signifikan; ada perkiraan bahwa sekitar sepertiga dari angka backlog perumahan secara nasional, adalah pencari hunian menengah.

Akhir kata, kiranya stimulus lanjutan dari Lapangan Banteng, diperlukan untuk lebihnya bergeraknya pasarnya properti. Di sini, perlu ada perluasan stimulus ke ranah yang belum tersentuh.

Sekadar ilustrasi, pembebasan BPHTB untuk hunian primer/sekunder seharga maksimal Rp 2 miliar seperti yang sudah berlaku di DKI Jakarta, mungkin pas diterapkan untuk mendorong pasar properti primer nasional.  (Achmad Adhito)
